
jdih.binjaikota.go.id 
 

 

 

WALIKOTA BINJAI 

PROVINSI SUMATERA UTARA 
 

PERATURAN WALIKOTA BINJAI 

NOMOR 9 TAHUN 2020 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 2 TAHUN 2020 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA BINJAI, 
 

Menimbang   :  a. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (4) Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, menyatakan bahwa belanja tidak terduga 
merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk 
keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak 

dapat diprediksi sebelumnya; 
    b. bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa belanja 
tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang 

sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti 
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang 

tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas 
kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang 
telah ditutup; 

    c. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya 
penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di 

Indonesia yang meningkat dengan cepat dan menimbulkan 
keresahan dan kerawanan sosial, ekonomi dan mengancam 
keselamatan masyarakat; 

      d. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 
Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan 

Pemerintah Daerah pada poin 2 huruf b disebutkan bahwa 
Optimalisasi Penggunaan APBD dengan memprioritaskan  

untuk antisipasi dan penanganan  dampak penularan  
COVID-19 antara lain untuk kebutuhan rumah sakit daerah, 

pengadaan masker, hand sanitizer, dan  thermal gun yang 
sesuai dengan standar dari Kementerian Kesehatan, melalui 
pembebanan langsung pada belanja tidak terduga; 

     e. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang 
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di 

Lingkungan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa dalam 
melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak 

penularan COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan 
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang 
selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, 

dan dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja 
tidak terduga; 

f. bahwa....... 

SALINAN 
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  f. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 
Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) 
Daerah pada poin 4 huruf c disebutkan bahwa dalam hal 

perumusan kebijakan penanganan dampak penularan 
Covid-19, Pemerintah Daerah dan Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan Covid-19 Daerah harus melakukan refocussing 

kegiatan untuk menjamin kemudahan pelaksanaan upaya 
pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan wabah 

Covid-19 di daerah; 
  g. bahwa berdasarkan Diktum KESATU Instruksi Menteri 

Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan 

Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona  Virus 
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, 

menginstruksikan untuk melakukan percepatan 
pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan 

tertentu (refocusing)  dan/atau perubahan alokasi anggaran 
yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan 
kapasitas penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait 

kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga 
agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup, dan 

penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net; 
  h. bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di 

Kota Binjai, Pemerintah Kota Binjai telah melakukan  
langkah-langkah antisipasi dan percepatan pencegahan  
dampak penularan Covid-19; 

  i. bahwa dalam upaya untuk antisipasi dan percepatan 
penanganan dampak penularan Covid-19 Di Kota Binjai 

Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan penggunaan 
APBD dengan melakukan  perubahan  terhadap Peraturan 
Walikota Binjai Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran  
2020; 

  j. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, 
huruf g, huruf h, dan huruf i perlu menetapkan Peraturan 

Walikota Binjai tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 
Binjai Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;            

Mengingat  :   1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1092); 
   2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);  

   3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
 

 
 

4. Undang-Undang....... 
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   4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400);  
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679);   

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6485); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang 

Perubahan Atas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten 
Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3322); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 
4828); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4829); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

13. Peraturan....... 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 
14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota 
Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 
22); 

15. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2020  (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 30); 
16. Peraturan Walikota Binjai Nomor 59 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja 
Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 
Nomor 59); 

17. Peraturan Walikota Binjai Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 

2020 Nomor 2); 
 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 2 TAHUN 2020 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 

 
Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 2 
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota 

Binjai Tahun 2020 Nomor 2) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai     

berikut: 
 

Pasal 1 

 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan: 
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 151.261.345.859,00 

b. Dana Perimbangan     Rp. 736.175.127.950,00 
c. Lain-lain Pendapatan  
    Daerah yang sah Rp.   86.714.288.992,00 

    Jumlah Pendapatan Rp. 974.150.762.801,00 

2. Belanja: 

a. Belanja Tidak Langsung    
1). Belanja Pegawai         Rp. 494.348.846.921,00 
2). Belanja Subsidi        Rp.        263.734.200,00 

3). Belanja Hibah         Rp.   30.309.226.700,00 
4). Belanja Bantuan  

     Sosial        Rp.        750.000.000,00    
    5). Belanja Tidak Terduga   Rp.   37.546.826.282,00 
         Jumlah Belanja Tidak 

         Langsung    Rp. 563.218.634.103,00 

b. Belanja....... 
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b. Belanja Langsung  

1). Belanja Pegawai      Rp.   56.973.391.090,00                     
2). Belanja Barang Jasa      Rp. 241.744.884.471,00 

    3). Belanja Modal         Rp. 119.252.000.091,00 
         Jumlah Belanja 
         Langsung      Rp. 417.970.275.652,00 

         Jumlah Belanja                  Rp. 981.188.909.755,00 
         Defisit      (Rp.    7.038.146.954,00) 

3. Pembiayaan: 
a. Penerimaan  Rp.   10.238.146.954,00 
b. Pengeluaran          Rp      3.200.000.000,00 

    Jumlah Pembiayaan Netto  Rp.     7.038.146.954,00 
    Sisa Lebih Pembiayaan 
    Anggaran Tahun   

    Berkenaan Rp.     7.038.146.950,00 
   

 2. Di  antara  ketentuan  Pasal 1 dan  Pasal  2 disisipkan 1 

(satu)  Pasal yakni Pasal 1A, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

 

Pasal 1 A 
 
 

Pengurangan Belanja Tidak langsung pada Belanja Hibah 
sebesar Rp. 2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima 
puluh juta rupiah), Pengurangan Belanja Langsung pada 

Belanja Pegawai berkurang sebesar    Rp. 1.104.719.000,00 
(satu milyar seratus empat juta tujuh ratus sembilan belas 
ribu rupiah), pada Belanja Barang dan Jasa berkurang 

sebesar Rp. 26.226.828.842,00 (dua  puluh  enam  milyar 
dua  ratus  dua  puluh  enam  juta delapan ratus dua 

puluh delapan  ribu delapan ratus empat puluh dua 
rupiah) dan pada belanja modal berkurang sebesar                          
Rp. 1.338.327.732,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh 

delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus 
tiga puluh dua rupiah). Sementara penambahan Belanja 

Tidak Langsung pada Belanja Tidak Terduga sebesar                   
Rp. 30.919.875.574,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus 
sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu 

lima ratus tujuh puluh empat rupiah) untuk menampung 
pendanaan dalam rangka percepatan penanganan Bencana 
Non Alam Covid-19 dan dampaknya di Kota Binjai terdapat 

pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan 
Aset Daerah Kota Binjai selaku Pejabat Pengelola Keuangan 

Daerah. 

3. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran Ia diubah, 
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I dan Lampiran Ia yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

4. Ketentuan dalam Lampiran II pada Badan Pengelolaan 
Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai 
diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini. 

 

 

 

 
 

Pasal II....... 



 

jdih.binjaikota.go.id 
 

Pasal II 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Binjai. 
 

 
Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 8 April 2020  
 

   WALIKOTA BINJAI, 
 
 
 

            ttd 
 
 

MUHAMMAD IDAHAM 
 

 
Diundangkan di Binjai 

pada tanggal 8 April 2020  
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI, 
 
 

ttd 

 
MUHAMMAD MAHFULLAH PRATAMA DAULAY 

 
BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2020 NOMOR 9 


